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Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 
2010-2014 
 
    
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi 
pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Data yang digunakan 
adalah Data sekunder yang bersumber dari DISPENDA Kota Makassar dan PD. Pasar 
Makassar Raya Kota Makassar. Metode Analisis yang di gunakan yaitu analisis 
kontribusi, yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar relatif  kecil selama tahun 2010-2014. 
Pada tahun 2010 kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Makassar 2,5 persen 
menurun menjadi 1,34 persen pada tahun 2011, kemudian mengalami penurunan 
pada tahun 2012 menjadi 1,15 persen,. Pada tahun 2013 dan 2014 retribusi pasar 
terhadap PAD mengalami peningkatan masing-masing 1,19 persen dan 1,34 persen.  
Rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kota Makassar, disebabkan karena program intensifikasi pemerintah dalam hal ini 
penarikan retribusi secara intensif oleh petugas retribusi daerah belum optimal serta 
kesadaran masyarakat wajib retribusi masih rendah. Selain dua hal tersebut, 
rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD juga disebabkan karena kontribusi 
objek pasar terhadap retribusi pasar dinilai masih rendah. 






A. Latar Belakang 
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 tidak hanya 
berdampak pada aspek ekonomi bangsa tapi juga berdampak signifikan dan 
menyeluruh terhadap sistem politik dan keadaan sosial masyarakat. Sistem 
ekonomi di Indonesia menjadi sangat terpuruk sehingga pemerintah mengeluarkan 
kebijakan dengan memberlakukan ekonomi daerah pada tahun 2001.  Otonomi 
daerah yang dilaksankan per 1 januari 2001 telah memberikan peran yang lebih 
besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam mengelola 
pembangunan di daerah. 
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah  Daerah 
merupakan suatu landasan bagi pengembangan ekonomi daerah. Pengembangan 
ekonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip  
demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan 
potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 
merupakan bentuk penyelarasan dari undang-undang No. 22 tahun 1999 sebagai 
akibat adanya perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan pada masa 
sekarang. 
Proses desentralisasi pemerintahaan yang dilakukan pemerintah pusat 
terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah 
memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat 
menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah adalah proses 
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devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota atau proses 
pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan 
kabupaten dan kota sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.1 
     Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan 
keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah 
tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan 
mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal. 
  Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
membawa implikasi yang mendasar terhadap penyelenggaran pemerintahan di 
daerah. Pada dasarnya pemberian otonomi daerah adalah dalam rangka membantu 
penyelenggaraan pemerintah pusat terutama dalam penyediaan pelayanaan kepada 
masyarakat dan pelaksanaan program-program pembangunan, sehubungan dengan 
hal tersebut, daerah dituntut untuk lebih aktif dalam upaya meningkatkan 
kemampuan dan kemandiriannya, menggali serta mengembangkan potensi 
sumber-sumber ekonomi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di 
daerahnya. Pada saat ini titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada 
pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini erat kaitanya 
dengan fungsi utama pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada 
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di samping sebagai pemerintah yang 
                                                          
1 Mas’ud Said, Arah Baru Otoni Daerah di Indonesia  ( Malang: UPT Penerbitan 
Universitas Muhammadiyah Malang, 2008) h.  5  
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paling dekat dengan masyarakat, sehingga mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang 
sebenarnya dari masyarakat di daerahnya.  
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal1 ayat 5 menyatakan bahwa 
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini diharapkan menjadi solusi 
agar daerah menjadi mandiri dalam membiayai  rumah tangganya sendiri. 
Kemandirian suatu pemerintah daerah diukur melalui pendapatan asli daerah. 
Pendapatan asli daerah merupakan  penerimaan dari pungutan pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan 
penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang 
bersangkutan, dan  merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi 
tingkat pendapatan asli daerah dalam pendapatan daerah merupakan cermin 
keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
Kaitannya dalam pemberian otonomi kepada daerah dalam 
merencanakan, menggali,  mengelola dan menggunakaan keuangan daerah sesuai 
dengan kondisi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat sebagai salah satu 
indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada 
pusat.2 Pada prinsipnya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada 
APBD akan  menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. 
                                                          
2 Insukindro, dkk, Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Yogyakarta: KKD, FE UGM 1994), h. 1 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan 
daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan 
seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. 
Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekat yang kuat untuk membangun 
daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau 
faktor dari luar. Meskipun dimaklumi bahwa sebagian besar daerah otonom 
(kabupaten/kota), kemampuan PAD-nya kecil, sehingga masih diperlukan bantuan 
keuangan dari pemerintah pusat. Meskipun tingkat ketergantungan keuangan 
daerah otonom terhadap pemerintah pusat masih sangat  tinggi (kuat), namun 
diharapkan kepada setiap daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi 
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki untuk ditingkatkan 
secara intensif dan ekstensif di samping peningkatan pengelolaan sumber daya 
alam di daerah sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. 
Pemerintah Kota Makassar dalam usahanya untuk mengembangkan dan 
membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan  sumber-sumber 
pendapatan asli daeranya sesuai potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan 
dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar peningkatan 
target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. 
Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola 
sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, dan perkembangan di dalam 
menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota 
Makassar, berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 sampai 2014. 
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Berdasarkan Tabel 1 di bawah dapat disimpulkan bahwa Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kota Makassar berfluktuasi namun cenderung mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. Hal  ini terlihat dari tabel realisasi Pendapatan Asli 
Daerah tahun 2010 sebesar Rp. 210.136.331.008, pada tahun 2011 naik sebesar 
Rp.  351.692.552.588, di tahun 2012 sebesar Rp. 484.972.799.508, di tahun 2013 
sebesar Rp. 627.241.924.947, pada tahun 2014 terjadi penurunan sebesar Rp. 
608.956.221.212 meski terjadi penurunan tetapi masih memenuhi target yang ada, 
sebagaimana yang terlihat dari data realisasi tersebut, data tahun 2010 samapai 
2014 realisasi PAD Kota Makassar cenderung meningkat, terlihat dari 4 tahun 
terakhir (2011-2014) selalu memenuhi target yang artinya pendapatan dari 
Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar terus mengalami 
peningkatan. 
Tabel 1 Data Target dan Realisasi PAD  
Kota Makassar 2010-2014 (Rupiah) 
Tahun Target Realisasi 
2010 216.928.890.000 210.136.331.088 
2011 345.335.311.000 351.692.552.588 
2012 441.234.952.000 484.972.799.508 
2013 569.727.462.000 627.241.924.947 
2014 608.955.576.000 608.956.221.212 
              Sumber : DISPENDA Kota Makassar (diolah) 
Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan 
dengan meningkatkan (i) pajak daerah, (ii) retribusi daerah, (iii) hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang 
sah. Sebagian besar pendapatan asli daerah ini digolongkan  dalam pungutan 
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(retribusi), bahkan untuk kabupaten dan kota, pungutan hampir mencapai setengah 
dari seluruh pendapatan daerah, dimana sumber penerimaan retribusi daerah 
terbesar adalah retribusi pasar, rumah sakit dan klinik, izin bangunan, dan 
terminal bus atau taksi.  
Berdasarkan sumber pendapatan asli daerah tersebut diatas yang 
memberi masukan pada kas daerah Kota Makassar adalah retribusi daerah. 
Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya 
untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang 
lain berbeda-beda sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Berikut data 
realisasi retribusi daerah Kota Makassar dari tahun 2010 sampai 2014. 
Berdasarkan dari tabel 2 di bawah di jelaskan bahwa  realisasi retribusi 
daerah dari tahun 2010-2014 kurang produktif terlihat dari tahun 2010 sebesar Rp. 
59.729.103.725, di tahun 2011 sebesar Rp. 62.043.147.863, di tahun 2012 sebesar 
Rp. 69.257.410.559, di tahun 2013 sebesar  Rp. 79.650.936.626 dan pada tahun 
2014 sebesar Rp. 60.145.121.112. Dari data realisasi retribusi daerah yang ada 
selama lima terakhir, tak satu pun yang memenuhi target yang di tetapkan, yang 
menjelaskan bahwa dalam pos-pos atau sumber-sumber pemasukan retribusi 
daerah Kota Makassar masih perlu untuk di kelola atau di kembangkan lagi guna 
untuk mendorong penambahan pemasukan bagi retribusi daerah Kota Makassar. 
 
Tabel 2 Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah  
Kota Makassar 2010-2014 (Rupiah) 
Tahun Target Realisasi 
2010 62.971.506.000 59.729.103.725 
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2011 66.549.806.000 62.043.147.863 
2012 84.141.194.000 69.257.410.559 
2013 86.772.319.000 79.650.936.626 
2014 84.844.404.000 60.145.121.112 
              Sumber : DISPENDA Kota Makassar (diolah) 
Berdasarkan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Reribusi 
Daerah, Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi 
pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang 
cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil 
retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai tindak lanjut yang di ambil 
oleh pemerintah daerah dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di 
daerahnya adalah melakukan program dengan meningkatkan penerimaan 
pendapatan asli daerah utamanya dari sektor pajak dan retribusi daerah sebagai 
sumber yang potensial dalam rangka mencapai dan mengoptimalkan  pendapatan 
asli daerah. Oleh karna itu, pendapatan daerah sektor retribusi dikatakaan cukup 
potensial dan mempunyai peran  dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 
karna retribusi merupakan pembayaran  langsung dari rakyat kepada pemerintah 
yang tercermin dari adanya hubungan antara balas jasa yang langsung  diterima 
dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. 
   Seperti yang kita ketahui bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota 
yang  mampu menggali potensi daerahnya sendiri. Salah satu potensi yang 
dimiliki adalah pendapatan retribusi pasar. Berikut data target dan realisasi 
retribusi pasar Kota Makassar dari tahun 2010 sampai 2014. 
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 Berdasarkan tabel 3 dijelaskan bahwa realisasi retribusi pasar pada tahun 
2010 sampai 2014 berfluktuatif cenderung meningkat, dilihat pada tahun 2010 
sebesar Rp. 5.294.025.400, tetapi di tahun 2011 menurun sebesar Rp. 
4.690.429.675, kemudian pada tahun 2012 kembali meningkat sebesar Rp. 
5.569.987.300, di tahun 2013  sebesar Rp. 7.436.110.500 dan pada tahun 2014 
sebesar  Rp. 8.091.032.500. 
Tabel 3 Data Target dan Realisasi Retribusi Pasar  
Kota Makassar 2010-2014 (Rupiah) 
Tahun Target Realisasi 
2010 5.336.198.850 5.294.025.400 
2011 5.929.784.700 4.690.429.675 
2012 5.435.136.000 5.569.987.300 
2013 7.279.437.211 7.436.110.500 
2014 8.243.137.440 8.091.032.500 
    Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar.(diolah) 
Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas 
jalannya distribusi produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. 
Dengan demikian pasar dapat dikatakan penyedia langsung kebutuhan 
masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu 
kontributor bagi pelaksanaan pembangunan daerah karena melalui retribusi yang 
dihasilkan akan dapat menambah pendapatan asli daerah. Keberadaan pasar yang 
didalamnya tertampung dinamika ekonomi masyarakat yang membutuhkan  
penanganan yang bijak dalam pengelolaannya, untuk itu pasar yang disatu pihak 
merupakan sumber penerimaan pendapatan daerah perlu perlu diintensifkan 
pungutan  retribusinya dengan potensi yang ada.    
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk meneliti dan 
menganalisis dalam bentuk  penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi 
Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar 
Tahun 2010-2014”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah berapa kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar? 
C. Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan oleh Haryadi (2003) Kontribusi retribusi pasar 
terhadap peningkatan PAD dalam melaksanakan otonomi daerah di Kota 
Bengkulu tahun anggaran 1998/1999-2001, menyimpulkan bahwa kontribusi 
retribusi pasar terhadap peningkatan PAD bersifat fluktuatif. 
Pada tahun anggaran 1998-1999 presentase retribusi pasar terhadap PAD 
sebesar 51,90%, dan pada tahun anggaran 1999-2000 mengalami kenaikan sebesar 
28,42 %. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD terus terus mengalami 
penurunan, pada tahun anggaran 1998/1999 presentasenya sebesar 20,60 %, tahun 
anggaran 2000 sebesar 13,88%, dan tahun anggaran 2001 sebesar 12,23 %.3 
Bagus Santoso (1995), telah menganalisis Retribusi Pasar sebagai 
Pendapatan Asli Daerah, studi kasus pasar Kabupaten Sleman periode tahun 
anggaran 1988/1989 sampai dengan tahun 1991/1992. Sebagian penerimaan 
                                                          
3Dedy, Haryadi, Kontribusi  Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan PAD Dalam 
Melaksanakan Otonomi Daerah Kota Bengkulu  (Yogyakarta: Skripsi Fisip UMY 2003). 
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Retribusi Daerah berasal dari rumah sakit dan pasar. Di DIY maupun di 
Kabupaten Sleman menunjukkan teranspormasi struktural yang seragam yaitu 
peran yang semakin meningkat, penerimaan retribusi daerah sebesar 9,4% pada 
tahun anggaran 1988/1989 dan turun menjadi 7,4% (1991/1992) dari seluruh 
penerimaan Pemda Kabupaten Sleman . 
 Presentase pengeluaran penerimaan retribusi rumah sakit  menurun dari 
28,92% (1988/1989) menjadi 26.21% (1991/1992). Sedangkan persentase 
penerimaan retibusi pasar dari 26,21% (1988/1989) menjadi 36,02% (meningkat). 
Pemungutan retribusi pasar dilakukan berdasarkan Perda No. 10/1993.4  
Penelitian yang di lakukan oleh R. Agoes Kamaroellah (2007) Analisis 
kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
pada Dinas  Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2002-
2006, dimana dari hasil penelitian ini, kontribusi retribusi pasar terhadap PAD 
dari tahun  2002 sampai 2006 selalu menurun dilihat dari tahun (2002)11,81% 
turun di tahun (2003) menjadi 9,84% dan terus menurun di tahun (2004) 9,78% 
dan (2005) 6,67% sampai tahun  (2006) menembus angka 3,63%. Hal  ini 
disebabkan karena pertumbuhan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
yang tidak sebanding dengan peningkatan pemungutan retribusi pasar.5 
D. Tujuan Penelitian 
                                                          
4Bagus, Santoso, Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus: Pasar 
Kabupaten Sleman (Prisma No 4 1995). 
5R. Agoes Kamaroellah. Analisis kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas  Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 
anggaran 2002-2006 (Pamekasan: Skripsi Universitas Islam Madura UIM 2007). 
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Berdasarkan uraian diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah “untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”. 
E. Manfaat Penelitian 
Dari penelitian ini di harapkan  memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Kota Makassar 
Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Makassar, khususnya 
kepada PD. Pasar Makassar Raya selaku pengelola retribusi pasar dalam 
merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan Kontribusi 
penerimaan retribusi pasar dalam mendorong peningkatan pendapatan asli 
daerah Kota Makassar. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada penelitian yang sama dapat 
dijadikan sumber referensi dan data tambahan mengenai analisis 







A. Gambaran Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
1. Definisi Pendapatan 
Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan 
mempunyai penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. 
Penggunaan informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan 
pengambilan keputusan, dan biasanya sebagai tolak ukur berhasilnya suatu 
organisasi atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. 
Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah 
dalam periode anggaran menjadi hak daerah. Dalam hal ini kita dapat melihat 
bahwa pendapatan daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan 
dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak daerah. 
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber sumber 
pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan asli 
daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan 
yang ada di daerah. 
2. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang 
harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini 
kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan 
daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan asli daerah Merupakan 
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pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 
daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai 
perwujudan asas desentralisasi.6  
 Menurut Undang-Undang No. 33 tahun  2004, pasal 1, Pendapatan Asli 
Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber  didalam 
daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan 
sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal 
dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah 
untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.   
Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa : 
1. PAD bersumber dari : 
a. Pajak daerah  
Pajak adalah iuaran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan 
tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 
gunanya dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk 
menyelenggarakan pemerintahan7. Pajak daerah dapat didefinisikan sebagai 
pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak 
daerah dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 
pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 
                                                          
7 Herlina Rahman, Pengertian PAD (Jakarta : 2015) h. 43 
8Andriani, Buku dasar-dasar perpajakan (Jakarta : 2000) h. 21 
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atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
b. Retribusi daerah  
Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang 
atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah 
memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan 
oleh pembayar retribusi. 
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan 
Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari 
keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan 
bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan 
daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka 
sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah 
pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan 
memngembangkan perekonomian daerah. 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 
Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak 
daerah, retribusi daerah,  dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang 
sah mempunyai sifat yang terbuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan 
kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan 
untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di 
sutau bidang tertentu.     
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2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
meliputi: 
a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 
b. Jasa giro 
c. Pendapatan Bunga 
d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 
e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau 
pengadaan barang dan jasa oleh daerah 
Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD ada hal-hal yang perlu 
diketahui : 
1) Kondisi awal suatu daerah 
a) besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan.  
b) kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutanyang 
ditetapkan oleh pemerintah daerah.  
c) Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. 
Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD. 
3. Perkembangan PDRB per kapita riil  
Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula 
kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan yang 
ditetapkan oleh pemerintah. 
4. Pertumbuhan Penduduk 
Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika 
jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik akan meningkat. 
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5. Tingkat Inflasi 
Inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya 
didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel. 
6. Penyesuaian Tarif 
Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian 
tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap, maka dalam 
penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. 
7. Pembangunan baru 
Penambahan PAD juga dapat diperoleh bila pembangunan-pembangunan 
baru ada, seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa 
pengumpulan sampah dan lain-lain. 
8. Sumber Pendapatan Baru 
Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber 
pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya usaha persewaan laser 
disc, usaha persewaan computer/internet dan lain-lain. 
9. Perubahan Peraturan 
Adanya perubahan peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan 
pajak dan atau retribusi jelas akan meningkatkan PAD. 
Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 33  tahun 2004 pasal 6, 
tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah, 
dijelaskan pula bahwa: 
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“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola daerah 
melalui hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil 
pengelolaan kekayaan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. 
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber 
dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk 
memberikan keleluasaan kepada daerah  dalam menggali pendanaan dalam 
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Untuk 
menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan pendapatan asli daerah 
perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan. 
Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan 
berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD 
maksimal hanya sebesar 20% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap 
pengalokasian anggaran cukup besar.8 Pendapatan asli daerah merupakan 
pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat 
bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam 
pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan 
masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 
sekaligus menambah pendapatan asli daerah.  Peningkatan pendapatan asli daerah 
tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat 
                                                          
9Abdul, Halim & syukriy Abdullah. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli 
Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali,Jurnal 
Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.(2004) 
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dan  unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya 
dapat memberikan masukan  kepada pemerintah daerah.  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang murni 
dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.9 
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber 
dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan 
sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 
 
B. Gambaran Umum  Retribusi Daerah 
1. Definisi  Retribusi Daerah 
Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan 
daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self 
supporting dalam bidang keuangan dan pendapatan daerah juga tidak terlepas dari 
retribusi. Retribusi merupakan  pembayaran atas jasa pelayanan  umum yang 
dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi yang disertai dengan 
kontra prestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada terhadap wajib 
retribusi. Retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan 
dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat 28 UU No.34 
tahun 2000: “Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
                                                          
10Santoso Bagus, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: Citra Umbara, 1995), h. 20 
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pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan“. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan 
pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan 
sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga 
masyarakat baik individu maupun badan atau  koorporasi dengan kewajiban 
memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Daerah 
kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya 
dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang 
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan  sesuai dengan aspirasi masyarakat. 
Kebijakan daerah dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan 
masyarakat dalam aspek keadilan. Dalam jangka panjang, sebaiknya bisa 
menunjukkan dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga 
dapat memberikan insentif retribusi daerah, mengupayakan menjadi daerah yang 
diminati oleh pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya. Retribusi daerah 
merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi 
atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu yang disediakan pemerintah.10 
Retribusi merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, 
dimana  kita dapat melihat hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan 
adanya pembayaran retribusi tersebut.11 
Retribusi yaitu pungutan pemerintah (pusat/daerah) kepada badan atau 
orang  berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan berhubungan dengan jasa 
                                                          
11Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h.25 
12Suparmoko, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah ( Yogyakarta: 
Andi Ofset,  2002), h.85 
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yang diberikan, atas permohonan secara langsung dan untuk kepentingan orang 
atau badan yang memerlukan.12 
Dari pendapat dari para ahli diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa 
retribusi daerah merupakan pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh 
secara langsung oleh seseorang atau badan karena jasa nyata pemerintah daerah. 
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa 
atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, atau usaha milik daerah yang 
berkepentingan atau karena jasa yang diberikan kepada daerah. 
Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD)  sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk  
ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan yang lebih besar  
kepada PAD terutama di Daerah Kabupaten/ Kota yang mempunyai otonomi yang 
luas dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah.  
2. Ciri-ciri Retribusi Daerah 
Dari pendapat diatas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi 
adalah: 
a. Retribusi dipungut oleh negara 
Retribusi merupakan pungutan sah yang dilakukan oleh pemerintah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis 
                                                          




Retribusi daerah adalah pungutan oleh pemerintah sebagai pengganti 
(kerugian) atas pelayanan yang diberikan  oleh daerah kepada siapa saja yang 
membutuhkan pelayanan tersebut. Dengan  demikian, terdapat suatu paksaan bagi 
pengguna jasa layanan untuk membayar retribusi sebagai untuk penggantian yang 
setimpal atas pemberian jasa layanan oleh pemerintah daerah. 
c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk 
Hal ini berarti bahwa pungutan retribusi didasarkan pada suatu 
pelayanan yang nyata-nyata dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh 
masyarakat pengguna jasa layanan tersebut. 
d. Retribusi dikenakan pada setiap orang / badan yang  menggunakan jasa-jasa 
yang disiapkan negara. 
Retribusi dikenakan terhadap siapa saja yang telah mengenyam jasa dari 
pemerintah daerah. Dengan demikian, jika ingin memperoleh jasa atau memakai 
jasa yang disediakan oleh pemerintah barulah pemakai membayarnya, selain itu, 
pungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali. 
3. Objek Dan Golongan Jasa Retribusi Daerah 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 Ayat 1 menentukan 
bahwa objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh 
pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah 
dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan 
pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. 
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Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan 
umum tentang prinsip dan  sasaran dalam penetaan tarif retribusi daerah.13 Sesuai 
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang 
Nomor 28 tahun 2009 pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga 
golongan, yaitu:   
a. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah 
daerah dengan menganut prinsip komersial karna pada dasarnya dapat 
disediakan oleh sektor swata. 
c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah 
daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan 
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
sarana, prasarana, atau fasilitas tertntu guna melindungi kepentingan umum  
dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Jenis-jenis retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum: 
a) Retribusi pelayanan kesehatan; 
b) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan; 
                                                          




c) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
sipil; 
d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; 
e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; 
f) Retribusi pelayanan pasar; 
g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor; 
h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; 
i) Retribusi penggantian biaya cetak peta; dan 
j) Retribusi pengujian kapal perikanan. 
2) Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha 
a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah; 
b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; 
c) Retribusi tempat pelelangan; 
d) Retribusi terminal; 
e) Retribusi tempat khusus parkir; 
f) Retribusi tempat penginapan, pesanggrahan, villa; 
g) Retribusi penyedotan kakus; 
h) Retribusi rumah potong hewan; 
i) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal; 
j) Retribusi tempat  rekreasi dan olahraga; 
k) Retribusi penyebrangan diatas air 
l) Retribusi pengolahan limbah cair, dan; 
m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah. 
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3) Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu 
a) Retribusi izin mendirikan bangunan; 
b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; 
c) Retribusi izin gangguan; dan 
d) Retribusi trayek. 
Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan 
retribusi perizinan tertentu yang di tetapkan dengan peraturan pemerintah 
berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan jasa 
usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam 
penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat  dan 
disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah  yang bersangkutan. Adapun 
penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan pemerintah dilakukan 
karena perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah 
tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait. 
4. Retribusi Dalam Perspektif Islam 
Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu 
bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada 
dasarnya hukumnya diperbolehkan (jaiz) selama mendatangkan kemashlahatan 
bagi masyarakat.  
Ayat Al-Qur’an yang berkenaan tentang retribusi terdapat pada surah 





   

 !"#$ %'( )*+,- ./01 
 23456 789:
;	15< %3 .=⌧? ABC#56 
25 
 
%A'3D ? E !"#$ 23D 789F 

2175< ?3G H*I$ 
J#KL,ִ N ִO$P5Q RS*#ִL  TUV:W 
X⌧65< Y3Z[     
  
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. 
 
Maksud ayat diatas, sebagai orang yang beriman kita wajib menaati selain 
kepada Allah dan RasulNya kita wajib menaati ulil amri (pemimpin). Pemimpin 
disini dapat diartikan sebagai pemerintah yang membawa kearah 
kebaikan/kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin itu 
membawa ke arah kebaikan/ kemaslahatan wajib kita taati. 
Sebagai rakyat kita harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh 
pemimpin, salah satu peraturannya adalah kewajiban membayar retribusi. 
Retribusi merupakan iuran rakyat kepada pemerintah, yang tujuan dari adanya 
retribusi tersebut adalah sebagai salah satu pemasukan untuk Pendapatan Asli 
Daerah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 
C.  Gambaran Umum Pasar dan Retribusi Pasar 
1. Definisi  Pasar 
Pengertian pasar secara konkret adalah tempat bertemunya penjual dan 
pembeli. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar lebih di titik beratkan pada 
kegiatan jual belinya. Pasar dapat terbentuk kapan dan dimana saja. Syarat-syarat 
terbentuknya pasar harus memenuhi 4 komponen adalah adanya penjual, pembeli, 
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ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan yang terakhir adanya kesepakatan 
antara penjual dan pembeli. 
 Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih  
dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, 
pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar 
merupakan suatu mata rantai yang menghubungkan antara produsen dan 
konsumen. Ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara dunia usaha 
dengan masyarakat konsumen. Pasar memainkan peranan yang sangat penting 
dalam perekonomian modern, karena harga-harga terbentuk di pasar.14 
Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa:  
“Pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu yang disediakan/ditetapkan 
oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli barang  dan jasa secara langsung 
dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan yaang berbentuk  kios, los dan bentuk 
bangunan lainnya”. 
Pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas 
jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu 
produk. Dengan demikian pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung 
kebutuhan harian  masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang 
melibatkan unsure pemerintah, swasta, dan masyarakat(pedagang dan pembeli). 
Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang 
cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui 
retribusi yang dihasilkan bias menambah pendapatan daerah. Dilihat dari proporsi 
                                                          
15Windhu Putra, Ekonomi Industri (Bandung: alfabeta, 2008 )h. 51 
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retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang 
dapat dilihat banyaknya pasar yang ada.15 
 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada 
umumnya pasar adalah suatu tempat transaksi jual  beli melibatkan produk/barang 
atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui 
oleh  kedua belah pihak yang bertransaksi. 
2. Bentuk Pasar  
Pasar dalam arti fisik merupakan tempat atau lokasi dimana para pembeli 
dan penjual barang berkumpul dan bertemu secara langsung, misalnya pasar-pasar 
tradisional dan swalayan. Sedangkan pasar dalam arti non fisik merupakan peristiwa 
atau proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan 
tentang harga dan barang tidak secara langsung.  
Dilihat dari organisasi penyelenggaraannya, pasar dibedakan menjadi dua 
yaitu pasar sempurna dan pasar tidak sempurna. Pasar sempurna adalah pasar 
dimana harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan pemerintah. Penjualan dan 
pembeli tidak dapat mempengaruhi pasar. Pasar sempurna memiliki beberapa syarat, 
yaitu: 
a. Semua penjual dan pembeli mengetahui harga penawaran dan harga 
permintaan.  
b. Pembeli dan penjual bebas menentukan harga atau harga ditentukan 
mekanisme pasar.  
                                                          




c.  Barang yang dijual bersifat homogen. Pasar dikatakan tidak sempurna apabila 
salah satu atau lebih syarat dari pasar sempurna tidak terpenuhi. 
 Menurut sejarah perkembangannya pasar dapat dibagi dua yaitu:  (1) 
pasar tradisional dan (2) pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat 
bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai adanya transaksi secara langsung. 
Bangunnya berupa kios-kios, los pasar, dan dasaran terbuka. 
Kondisi pasar ini umumnya agak kumuh dan tidak teratur. Pasar ini 
dikelola oleh Dinas Pasar dibawah Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten/Kotamadya. Kebanyakan menjual barang-barang kebutuhan sehari-
hari seperti bahan makanan, buah, ikan, telur, daging, sayuran, pakaian, barang 
elektronik, jasa, dan sebagainya. 
Pasar modern, pembeli dan penjualan tidak berinteraksi secara langsung, 
dimana pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang, pelayanannya 
secara mandiri ataupun dilayani oleh pramuniaga. Produk yang dijual biasanya 
tahan lama, variatif jenisnya, dan berkualitas. Konsep penggunaannya lebih 
modern, megah, dan teratur. Jenis pasar ini disebut swalayan, minimarket, dan 
hypermarket.  
Perkembangan pasar modern yang tumbuh dengan pesat sangat 
berpengaruh negatif terhadap perkembangan pasar tradisional. Dimana 
konsumen dan pelanggan pasar tradisional dapat beralih ke pasar modern.  
Menurut pandangan islam yang diperlukan dalam pasar adalah suatu 
bentuk penggunaan dan pendistribusian barang tertentu secara  benar dan 
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produktif yang dilandasi dengan sikap niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah 
SWT. 
Ciri pasar dalam  islam mencerminkan hal-hal sebagai penyelesaian 
masalah ekonomi yang adil, artinya mekanisme yang terjadi sesuai dengan 
mekanisme pasar dan bersifat sempurna, berpedoman kepada ajaran  islam, 
artinya baik pihak penjual dan pembeli mengaplikasikan nilai islam dalam  
praktek transaksi perdagangan, jika perlu campur tangan negara sangat penting 
guna menormalisasi dan memperbaiki situasi pasar yang rusak. 
3. Definisi Retribusi Pasar 
Retribusi Pasar atau Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu 
jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Menurut penjelasan peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang 
retribusi daerah sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang 
disempurnakan undang-undang  nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan 
retribusi daerah, yang dimaksud retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar 
tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah 
yang khusus disediakan  untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh 
Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola 
oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, 
penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran atas jasa 
pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pasar 
adalah setiap pemanfaatan sarana/fasilitas pasar yang disediakan dan dimiliki oleh 
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pemerintah daerah. Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang 
memanfaatkan fasilitas/sarana  pasar. 
4. Klasifikasi Retribusi Pasar 
Klasifikasi  retribusi pasar adalah sebagai berikut:16 
a. Menurut sifat prestasi negara  
Retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan. 
Pedagang sebagai pembayaran retribusi pasar menerima prestasi dari  pemerintah 
daerah  berupa penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan 
oleh pemerintah.  
b. Menurut cara menentukan jumlah pungutan 
Retribusi pasar, Variabel jumlah pungutan tersebut tergantung dari kelas 
pasar, luas  kios, golongan dagang serta tempat berdagang 
c. Menurut cara pembayaraan 
Retribusi pasar termasuk  retribusi kontan. Pemakai jasa bukan kios 
menggunakan sistem pembayaraan harian/mingguan. 
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Pasar 
Faktor-faktor yang mempengaruhi retribusi pasar adalah sebagai berikut:17 
 
 
a. Subyek dan obyek retribusi 
                                                          
17Caroline, Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga ( Semarang: 
Tesis Universitas Diponegoro, 2005)h. 22 
18Caroline, Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Salatiga ( Semarang: 
Tesis Universitas Diponegoro, 2005)h. 24 
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Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya “tak base” yang 
digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang 
harus dibayar oleh subyek retribusi. Subyek retribusi disini adalah para pedagang 
yang berjualan di dalam pasar dan  berada di sekitar pasar. Obyek retribusi  yang 
dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran. 
b. Tarif retribusi  
Dalam penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam  retribusi 
pasar progresifitas berdasarkan pada  lokasi/tempat untuk berdagang. Pemakaian  
tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan nonstrategi yang 
ditentukan oleh letak tempat, yang berada di bangunan utama, los terbuka atau 
dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan pedagang.  
c. Sistem pemungutan retribusi   
Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip 
pemungutan. Prinsip-prinsip pemungutan pajak/retribusi yang digunakan oleh 
Adam  Smith  atau lebih dikenal dengan smith’s canons yaitu: 
1) Prinsip keadilan (equity) 
Yaitu adanya kesamaaan manfaat, kesamaaan  rill yang diterima dan 
keadilan dalam kemampuan  membayar retribusi. 
2) Prinsip kepastian (certainty) 
Yaitu persyaratan administrasi/prinsip kepastian hukum, artinya pungutan 
hendaknya bersifat tegas, jelas dan  pasti bagi pemakai jasa yang meliputi 
besarnya tarif, waktu pemungutan, petugas pemungut, tempat pembayaran 
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dan lain-lain. Hal ini akan mempermudah pembayar, petugas dan 
pemerintah, dalam membuat laporan. 
3) Prinsip kelayakan (convenience) 
Yaitu pungutan yang dilakukan hendaknya pada waktu yang tepat dan 
menyenangkan, dan tarif yang ditetapkan hendaknya jangan terlalu 
menekan subyek penderita. 
4) Prinsip ekonomi (economy) 
Yaitu perlu diperhatikan tentang efisiensi dan efektivitas dalam  penarikan  
retribusi. 
D. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari 
Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumbangan dari pos retribusi pasar. 
Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dapat kita lihat dengan 
membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan 







                                                          
19Abdul Halim, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: UPP 
STIM YKPN, 2002) h.163  
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E. Kerangka Pikir 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, 
dimunculkan kerangka berfikir untuk menjelaskan pengaruh kontribusi retribusi 
pasar terhadap PAD  di Kota Makassar. Berikut  gambar pemikiran skematis: 

























A. Jenis Penelitian 
Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang di gunakan untuk mengetahui 
kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Makassar adalah jenis penelitian 
kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah/scientific karna telah 
memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, 
dan sistimatis.19 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa 
Kota Makassar adalah salah satu daerah yang cukup potensial dalam 
mengembangkan penerimaan daerah dari sektor retribusi, khususnya retribusi 
pasar.  
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder atau 
data pendukung yang diperoleh dengan cara memanfaatkan data atau arsip-arsip 
dari instansi yang terkait dengan permasalahan tersebut seperti, Dinas Pendapatan 
Daerah (DISPENDA) Kota Makassar, dan PD. Pasar Makassar Raya Kota 
Makassar selaku pengelola retribusi pasar. 
                                                          
20 Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). (Bandung:CV.  Alfabeta, 
2012) h. 11 
35 
 
Data skunder adalah pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang 
berhubungan dengan objek yang diteliti20 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode Pengumpulan data dalam peneitian ini mengunakan teknik 
dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara 
mengambil data dari dokumen-dokumen, atau bukti tertulis berupa laporan data, 
khususnya data mengenai Retribusi Pasar, Retribusi Daerah dan PAD lima tahun 
terakhir. Perlu ditegaskan bahwa data yang dimaksud merupakan data yang 
bersifat nasional yang diambil dari dinas yang terkait, yaitu:DISPENDA Kota 
Makassar, dan PD>. Pasar Makassar Raya Kota Makassar. 
 
E. Teknik Analisis Data 
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Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan Retribusi Pasar 
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar, dan untuk mengetahui 
                                                          
21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta 
2010) h. 8  
22Abdul Halim, Rumus Kontribusi, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, 2001)h. 56 
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seberapa besar kontribusi di setiap objek pasar terhadap Penerimaan Retribusi 
Pasar di Kota Makassar. 22 
 
                                                          
23Budiyuwono, Pengertian Analisis Kontribusi, (Jakarta: K, 1995) h. 78 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran umum  
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah 
Kota Makassar terletak antara 109º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” 
Lintang Selatan, yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah 
timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa, dan sebelah barat 
adalah Selat Makassar. 
Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 Km persegi yang meliputi 14 
Kecamatan. 
Tabel 4 Luas Wilayah Kota Makassar Menurut Kecamatan tahun 2013 
 
No Kecamatan Luas Persentase 
1 Mariso 1,82 1,04 
2 Mamajang 2,25 1,28 
3 Tamalate 20,21 11,50 
4 Rappocini 9,23 5,25 
5 Makassar  2,52 1,43 
6 Ujung Pandang 2,63 1,50 
7 Wajo 1,99 1,13 
8 Bontoala 2,10 1,19 
9 Ujung Tanah 5,94 3,38 
10 Tallo 5,83 3,32 
11 Panakkukan 17,05 9,70 
12 Manggala 24,14 13,73 
13 Biringkanaya  48,22 27,43 
14 Tamalanrea 31,84 18,12 





Kota Makassar berdasarkan pencatatan stasiun meteorologi Maritim  
Paotere, secara rata-rata kelembapan udara sekitar 81%, temperature udara sekitar 
23,5º-33,2ºc, dan rata-rata kecepatan angin 4,6 knot. 
3. Penduduk 
 Berdasarkan pada data Makassar dalam angka 2014, penduduk Kota  
Makassar tahun 2013 tercatat sebanyak 1.408.072 jiwa yang  terdiri 695.955 laki-
laki dan 712.117 perempuan. 
Tabel  5  Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Kecamatan tahun 2013 
 
No Kecamatan Jumlah Penduduk 
1 Mariso 57.790 
2 Mamajang 60.236 
3 Tamalate 183.039 
4 Rappocini 158.325 
5 Makassar 83.550 
6 Ujung Pandang 27.802 
7 Wajo 30.258 
8 Bontoala 55.578 
9 Ujung Tanah 48.133 
10 Tallo 137.260 
11 Panakkukan 145.132 
12 Manggala 127.915 
13 Biringkanaya  185.030 
14 Tamalanrea 108.024 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)  Kota  Makassar, 2014. 
4. Pasar 
Di Kota Makassar perkembangan pasar dapat dikatakan baik mengingat 
peran pasar yang tidak  tergeser oleh swalayan atau toko-toko besar pada 
perkembangan era  modern  ini. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pasar di 
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Kota Makassar, bahkan dalam tahun penelitian yang di sajikan penulis terjadi  
peningkatan jumlah pasar.  
Dalam penelitian ini penulis  menyajikan data 15 pasar di Kota Makassar 
tahun 2010-2014 yang dikelola PD. Pasar Makassar Raya. 
Tabel 6 Data Pasar dan Potensi Pedagang di Kota Makassar 
No Pasar Luas Jumlah Pedagang 
1 Makassar Mall 24.820 m2 1.141 
2 Terong 13.253 m2 1.682 
3 Butung 7.432 m2 1.033 
4 Kampung Baru 5.091 m2 301 
5 Pannampu 49.920 m2 268 
6 Kalimbu 5.770 m2 225 
7 Sambung  Jawa 2.426 m2 390 
8 Maricaya 2.753 m2 374 
9 Sawah 2434 m2 322 
10 Pa’baeng-baeng 21.600 m2 412 
11 Parang Tambung 8.820 m2 418 
12 Panakkukang 9.122 m2 597 
13 Niaga Daya 84.000 m2 1.347 
14 Mandai 3.231 m2 401 
15 Darurat Utara - 421 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2009 
B. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga 
daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk mencakup 
keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan 
pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD) pada setiap daerah, pendapatan asli daerah adalah pungutan yang 
dilakukan berdasarkan pendapatan daerah.  
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Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, daerah tersebut memiliki sumber 
keuangan sendiri, sekurang-kurangnya untuk menutupi anggaran rutin daerah 
sehingga tidak tergantung pada subsidi dan sumbangan dari pemerintah pusat atau 
propinsi. Oleh sebab itu, diharapkan pada pemerintah daerah agar berusaha 
memanfaatkan pendapatan asli daerahnya, berusaha mengelolahnya dengan baik 
agar bisa memberikan hasil yang bisa mencukupi kebutuhan APBD.  
Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam 
mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangan 
di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan 
di Kota Makassar berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan 
realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 
Tabel 7 Data Target dan Realisasi PAD  
Kota Makassar 2010-2014 (Rupiah) 
Tahun Target Realisasi 
2010 216.928.890.000 210.136.331.088 
2011 345.335.311.000 351.692.552.588 
2012 441.234.952.000 484.972.799.508 
2013 569.727.462.000 627.241.924.947 
2014 608.955.576.000 608.956.221.212 
Sumber : DISPENDA Kota Makassar (diolah),2009. 
C. Analisis Kontribusi 
Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui kontribusi penerimaan 
retribusi pasar dalam mendukung peneriman pendapatan  asli daerah. Analisis  ini 
diuji dengan menghitung dan membandingkan antara realisasi penerimaan 







1. Hasil  Analisis Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli 
daerah (PAD) di Kota Makassar dari tahun 2010-2014. 





= 2,52  

















= 1,19  





= 1,34  
 
Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi  penerimaan retribusi pasar 
diatas, maka dapat dirangkum dalam gambar seperti di bawah ini:   
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Gambar 2 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD Kota Makassar 
Tahun 2010-2014 
Sumber : DISPENDA dan PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2009 
Dari gambar di atas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar 
terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Makassar pada tahun 2010 
sebesar 2,52 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 
1,34 persen, pada tahun  2012 menurun menjadi sebesar 1,15 persen, sedangkan 
pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan secara perlahan  sebesar 1,19 
dan 1,34 persen. 
Secara umum dapat kita simpulkan bahwa kontribusi retribusi pasar 
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Makassar selama tahun 
pengamatan yaitu dari tahun 2010-2014 cenderung mengalmi penurunan, dan 
rata-rata kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah relatif kecil 














2. Pembahasan Analisis Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan 
asli daerah (PAD) di Kota Makassar dari tahun 2010-2014. 
Untuk mengetahui secara eksplisit kontribusi retribusi pasar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), digunakan persamaan  kontribusi objek pasar 
terhadap retribusi pasar di kota Makassar untuk mengetahui seberapa besar 
kontribusi objek pasar terhadap total retribusi pasar di kota Makassar selama 
tahun 2010 – 2014. 
 !"#$%&'(% =  
)&*+, -.(.$
/+#$%&'(% -.(.$
 0 100% 
a. Kontribusi Pasar Makassar Mall terhadap Retribusi pasar di Kota Makassar 
pada tahun 2010-2014. 
Kontribusi Pasar Makassar Mall terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di 
Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
 !"#$%&'(% =  
-.(.$ 1.,.((.$ 1.22
/+#$%&'(% -.(.$
 0 100% 
Tabel 8 Kontribusi Pasar Makassar Mall terhadap penerimaan Retribusi 
pasar di Kota Makassar pada Tahun 2010-2014. 
 
Tahun 






2010 736.636,500 529.402,5400 13,92 
2011 615.467,075 469.042,9675 13,13 
2012 385.593,000 556.998,7300 6,93 
2013 849.602,500 743.611,0500 11,43 
2014 905.212,000 809.103,2500 11,19 





Gambar 3 Kontribusi Pasar Makassar Mall di Kota Makassar. 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009 
Dari tabel dan gambar di atas menujukkan bahwa kontribsi Pasar 
Makassar Mall terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar pada tahun 
2010 sebesar 13,92 persen, sedangkan pada tahun 2011 menurun sebesar 113,13 
persen, pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 6,93 
persen, sedangkan pada tahun 2013 kembali mengalami kenaikan sebesar 11,49 
persen dan pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 11,19 persen. 
b. Kontribusi Pasar Terong terhadap penerimaan retribus pasar di Kota Makassar 
pada tahun 2010-2014. 
Kontribusi Pasar Terong terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 






















Tabel  9 Kontribusi pasar terong terhadap Penerimaan retribusi pasar di 









2010 623.942,000 529.402,5400 11,79 
2011 715.738,000 469.042,9675 15,26 
2012 892.208,000 556.998,7300 16,02 
2013 115.860,1000 743.611,0500 15,59 
2014 125.540,6000 809.103,2500 15,52 
Sumber: PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2009 
 
Gambar 4 Kontribusi Pasar terong di Kota Makassar 
 
 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009. 
 
Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi pasar terong 
terhadap penerimaan retribusi pasar pada tahun 2010 sebesar 11,79 peresen, 
sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 15,26 persen. Pada tahun 2012 















persen, dan pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan menjadi 15,52 
persen. 
c. Kontribusi pasar Butung terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota 
Makassar pada tahun 2010-2014. 
Kontribusi Pasar Butung terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 





Tabel 10 Kontribusi pasar butung terhadap Penerimaan retribusi pasar di 









2010 219.419,000 529.402,5400 4,15 
2011 112.342,500 469.042,9675 2,40 
2012 390.550,000 556.998,7300 7,02 
2013 648.376,000 743.611,0500 8,72 
2014 734.868,000 809.103,2500 9,09 
Sumber: PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah),2009 
Gambar 5 Kontribusi pasar butung di Kota Makassar. 

















Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Butung 
terhadap penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 4,15 
persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 2,40 persen. 
Pada tahun 2012 kembali meningkat menjadi 7,02 persen, sedangkan pada  tahun 
2013 meningkat menjadi 8,72 persen, dan pada tahun 2014 terus mengalami 
peningkatan menjadi 9,09 persen. 
d. Kontribusi pasar Kampung Beru terhadap penerimaan Retribusi Pasar di Kota 
Makassar pada tahun 2010-2014. 
Kontribusi Pasar Kampung Beru terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di 
Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berkut: 




Tabel 11 Kontribusi Pasar Kampung Beru terhadap Penerimaan retribusi 
pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014. 
 
Tahun 






2010 123.579,000 529.402,5400 2,34 
2011 129.049,000 469.042,9675 2,76 
2012 157.471,500 556.998,7300 2,83 
2013 214.329,500 743.611,0500 2,89 
2014 196.258,000 809.103,2500 2,43 








Gambar 6 Kontribusi Pasar Kampung Beru di Kota Makassar. 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009. 
Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Kampung 
Beru terhadap penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 
sebesar 2,34 persen, sedangkan pada tahun 2011 meningkat sebesar 2,76 persen. 
Pada tahun 2012 meningkat menjadi 2,83 persen, sedangkan pada tahun 2013 
meningkat sebesar 2,89 persen, dan pada tahun 2014 terus mengalami 
peningkatan sebesar 2,43 persen. 
e. Kontribusi Pasar Panampu terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 
Makassar pada ahun 2010-2014. 
Kontribusi Pasar Panampu terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 



















Tabel 12 Kontribusi Pasar Pannampu terhadap Penerimaan retribusi pasar 









2010 308.354,500 529.402,5400 5,83 
2011 339.374,500 469.042,9675 7,24 
2012 418.434,300 556.998,7300 7,52 
2013 611.818,900 743.611,0500 8,23 
2014 666.934,600 809.103,2500 8,25 
Sumber: PD. Pasar Raya Kota Makassar (diolah), 2009. 
Gambar 7 Kontribusi pasar Pannampu di Kota Makassar. 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya kota Makassar (diolah), 2009. 
Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontriusi Pasar Pannampu 
terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 
5,83 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 7,24 persen, 
pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 7,52 persen, sedangkan pada tahun 
2013 mengalami kenaikan sebesar 8,23 persen, dan pada tahun 2014 terus 

















f. Kontibusi Pasar Kalimbu terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 
Makassar pada tahun 2010-2013. 
Kontribusi Pasar Kalimbu terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 
Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
 !"#$%&'(% =  
-.(.$ .2%6&'
/+#$%&'(% -.(.$
 0 100% 
 
Tabel 13  Kontribusi Pasar Kalimbu terhadap Penerimaan retribusi pasar 









2010 195.639,000 529.402,5400 3,70 
2011 242.651,000 469.042,9675 5,18 
2012 269.560,500 556.998,7300 4,84 
2013 361.301,500 743.611,0500 4,86 
2014 382.130,500 809.103,2500 4,73 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah),2009. 
Gambar 8 Kontribusi Pasar Kalimbu di Kota Makassar. 













Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Kalimbu 
terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 
3,70 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 5,18 persen, 
pada tahun 2012 menurun sebesar 4,84 persen, sedangkan pada tahun 2013 
kembali meningkat sebesar 4,86, dan pada tahun 2014 kembali mengalami 
penurunan sebesar 4,73 persen. 
g. Kontribusi Pasar Sambung Jawa terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 
Makassar pada 2010-2014. 
Kontribusi Pasar Sambung Jawa terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di 




 0 100% 
Tabel 14 Kontribusi Pasar Sambung Jawa terhadap Penerimaan retribusi 
pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014. 
 
Tahun 






2010 273.535000 529.402,5400 5,17 
2011 410.671000 469.042,9675 8,76 
2012 404.538000 556.998,7300 7,27 
2013 513.516,500 743.611,0500 6,91 
2014 572.6635,00 809.1032,500 7,08 








Gambar 9 Kontribusi Pasar Sambung Jawa di Kota Makassar. 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009. 
Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Sambung 
Jawa terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 
sebesar 5,17 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 
8,76 persen. Pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 7,27 persen, 
sedangkan pada tahun 2013 masih mengalami penurunan sebesar 6,91 persen, 
dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 7,08 persen. 
h. Kontribusi Pasar Maricayya terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 
Makassar pada tahun 2010-2014. 
Kontribusi Pasar Maricayya terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 























Tabel 15 Kontribusi Pasar Maricayya terhadap Penerimaan retribusi pasar 









2010 106.213,000 529.402,5400 2,01 
2011 725.140,00 469.042,9675 1,55 
2012 238058000 556.998,7300 4,28 
2013 359.122,500 743.6110500 4,83 
2014 368.250,400 809.103,2500 4,58 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009. 
 
Gambar 10 Kontribusi Pasar Maricayya di Kota Makassar 
 
 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009. 
Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Maricayya 
terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada ahun 2010 sebesar 
2,10 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 1,55 persen. 
Pada tahun 2012 kengalami kenaikan sebesar 4,28 persen, sedangkan pada tahun 
2013 mengalami kenaikan sebesar 4,83 persen, dan pada tahun 2014 mengalami 














i. Kontribusi Pasar Sawah terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 
Makassar pada tahun 2010-2014. 
Kontribusi Pasar Sawah terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 
Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
 !"#$%&'(% =  
-.(.$ 8.:.ℎ 
/+#$%&'(% -.(.$
 0 100% 
 
Tabel 16 Kontribusi Pasar Sawah terhadap Penerimaan retribusi pasar di 









2010 146.231,300 529.402,5400 2,77 
2011 161.664,500 469.042,9675 3,45 
2012 203.468,000 556.998,7300 3,66 
2013 204.349,500 743.611,0500 2,75 
2014 240.547,500 809.103,2500 2,98 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009. 
 
Gambar 11 Kontribusi Pasar Sawah di Kota Makassar. 
 















Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Sawah 
terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar Pada tahun 2010 sebesar 
2,77 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 3,45 persen. 
Pada tahun 2012 kembali mengalami kenaikan sebesar 3,66 persen, sedangkan 
pada ahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2,75 persen, dan pada tahun 2014 
mengalami kenaikan sebesar 2,98 persen. 
j. Kontribusi Pasar Pa’baeng-baeng terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di 
Kota Makassar pada tahun 2010-2014. 
Kontribusi Pasar Pa’baeng-baeng terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di 
Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
 !"#$%&'(% =  
-.(.$ -.>&.+"4 − &.+"4
/+#$%&'(% -.(.$
 0 100% 
Tabel 17 Kontribusi Pasar Pa’baeng-baeng terhadap Penerimaan retribusi 









2010 131.735,6000 529.402,5400 24,89 
2011 638.931,000 469.042,9675 13,63 
2012 693.426,000 556.998,7300 12,45 
2013 739.765,500 743.611,0500 9,95 
2014 804.081,500 809.103,2500 9,94 








Gambar 12 Kontribusi Pasar Pa’baeng-baeng di Kota Makassar. 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009 
Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Pa’baeng-
baeng terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 
sebesar 24,89 persen, sedangkan pada tahun 2011 menurun menjadi 13,63 persen. 
Pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 12,45 persen, sedangkan pada 
tahun 2013 terus mengalami penurunan sebesar 9,95 persen, dan pada tahun 2014 
kembali menurun sebesar 9,94 persen. 
k. Kontribusi Pasar Parang Tambung terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di 
Kota Makassar pada tahun 2010-2014. 
Kontribusi Pasar Parang Tamung terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di 
Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebgai berikut: 
 !"#$%&'(% =  
-.(.$ -.$."4 3.6&'"4
/+#$%&'(% -.(.$















Tabel 18 Kontribusi Pasar Parang Tambung terhadap Penerimaan retribusi 
pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014. 
 
Tahun 






2010 143.980,500 529.402,5400 2,72 
2011 172.714,500 469.042,9675 3,69 
2012 188.528,000 556.998,7300 3,39 
2013 248.793,000 743.611,0500 3,35 
2014 324.254,000 809.103,2500 4,01 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009. 
Gambar 13 Kontribusi Pasar Parang Tambung di Kota Makassar. 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009. 
Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Parang 
Tambung terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 
sebesar 2,72 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 
3,69 persen. Pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 3,39 persen, 
sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 3,35 persen, dan pada 
















l. Kontribusi Pasar Panakkukang terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 
Makassar pada tahun 2010-2014. 
Kontribusi Pasar Panakkukang terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di 
Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
 !"#$%&'(% =  
-.(.$ -.".,,',."4
/+#$%&'(% -.(.$
 0 100% 
 
Tabel 19 Kontribusi Pasar Panakkukang terhadap Penerimaan retribusi 









2010 362.144,500 529.402,5400 6,85 
2011 392.695,500 469.042,9675 8,38 
2012 509.231,500 556.998,7300 9,15 
2013 601.283,000 743.611,0500 8,09 
2014 641.393,500 809.103,2500 7,93 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah),2009. 
Gambar 14 Kontribusi Pasar Panakkukang di Kota Makassar. 

















Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Panakkukang 
terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 
6,85 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 8,38 persen. 
Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 9,15 persen, sedangkan pada tahun 
2013 mengalami penurunan sebesar 8,09 persen, dan pada tahun 2014 kembali 
menurun sebesar 7,93 persen. 
m. Kontribusi Pasar Niaga Daya terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 
Makassar pada tahun 2010-2014. 
Kontribusi Pasar NIaga Daya terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 
Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
 !"#$%&'(% =  
-.(.$ @%.4. A.<.
/+#$%&'(% -.(.$
 0 100% 
Tabel 20 Kontribusi Pasar Niaga Daya terhadap Penerimaan retribusi pasar 
di Kota Makassar pada tahun 2010-2014. 
 
Tahun 






2010 270.257,500 529.402,5400 5,11 
2011 218.110,500 469.042,9675 4,66 
2012 342.996,500 556.998,7300 6,16 
2013 448.418,000 743.611,0500 6,04 
2014 490.772,500 809.103,2500 6,07 









Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009. 
Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Niaga Daya 
terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 
5,11 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 4,66 
persen. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 6,04 persen, sedangkan 
pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 6,04 persen, dan pada tahun 2014 
mengalami kenaikan sebesar 6.07 persen. 
n. Kontribusi Pasar Mandai terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 
Makassar pada tahun 2010-2014. 
Kontribusi Pasar Mandai terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota 




 0 100% 
Tabel 21 Kontribusi Pasar Mandai terhadap Penerimaan retribusi pasar di 






















2010 118.157,600 529.402,5400 2,24 
2011 123.587,600 469.042,9675 2,64 
2012 149.131,000 556.998,7300 2,68 
2013 189.094,100 743.611,0500 2,55 
2014 210.102,500 809.103,2500 2,60 
Sumber: PD. Pasar Raya Makassar Kota Makassar (diolah), 2009. 
Gambar 16 Kontribusi Pasar Mandai di Kota Makassar 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (diolah), 2009. 
Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Mandai 
terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makssar pada tahun 2010 sebesar 
2,24 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 2,64 persen. 
Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 2,68 persen, sedangkan pada tahun 
2013 mengalami penurunan sebesar 2,55 persen, dan pada tahun 2014 kembali 















o. Kontribusi Pasar Darurat Utara terhadap Penerimaan Rteribusi Pasar di Kota 
Makassar pada tahun 2010-2014. 
Kontribusi Pasar Darurat Utara terhadap Penermaan Retribusi pasar di 
Kota Makassar dapat di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
 !"#$%&'(% =  
-.(.$ A.$'$.# C#.$.
/+#$%&'(% -.(.$
 0 100% 
Tabel 22 Kontribusi Pasar Darurat Utara terhadap Penerimaan retribusi 
pasar di Kota Makassar pada tahun 2010-2014. 
 
Tahun 






2010 348.580,000 529.402,5400 6,59 
2011 344.9190,00 469.042,9675 7,36 
2012 326.7930,00 556.998,7300 5,88 
2013 287.7390,00 743.611,0500 3,87 
2014 298.1580,00 809.103,2500 3,69 
Sumber: PD. Pasar Makassar Raya di Kota Makassar (diolah), 2009. 
 
Gambar 17 Kontribusi Pasar Darurat Utara di kota Makassar 
 
 















Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan kontribusi Pasar Darurat Utara 
terhadap Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Makassar pada tahun 2010 sebesar 
6,59 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 7,36 
persen. Pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 5,88 persen, sedangkan 
pada tahun 2013 menurun menjadi 3,87 persen, dan pada tahun 2014 terus 
mengalami penurunan sebesar 3,69 persen.   
Dari hasil kontribusi di setiap objek pasar di atas dapat kita simpulkan 
bahwa yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap penerimaan retribusi pasar 
di Kota Makassar selama masa pengamatan yaitu lima tahun adalah Pasar Terong 
dengan kontribusi Rata-rata 14,83 persen, sedangkan yang memberikan 
kontribusi terendah adalah pasar Mandai dengan kontribusi rata-rata 2,54 persen. 
Kontribusi pasar di Kota Makassar masih di kategorikan rendah dan belum 
efektif, hal ini disebabkan karna kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam 
membayar retribusi pasar dan petugas kurang tegas dalam pemungutan retribusi 
pasar. Oleh sebab itu pemerintah kota Makassar khususnya PD Pasar Makassar 











Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data dapat di simpulkan bahwa 
kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar 
selama tahun 2010-2014 relatif kecil. Pada tahun 2010 kontribusi retribusi pasar 
sebesar 2,52 persen, sedangkan pada tahun 2011 menurun sebesar 1,34 persen, pada 
tahun 2012 terus mengalami penurunan sebesar 1,15 persen, sedangkan pada tahun 
2013 dan 2014 meningkat secara perlahan menjadi 1,19 persen dan 1,34 persen. 
Rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kota Makassar, disebabkan karena program intensifikasi pemerintah dalam hal ini 
penarikan retribusi secara intensif oleh petugas retribusi daerah belum optimal serta 
kesadaran masyarakat wajib retribusi masih rendah. Selain dua hal tersebut, 
rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD juga disebabkan karena kontribusi 
15 objek pasar yang dikelola PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar (Makassar 
mall, Terong, Butung, Kampong Baru, Pannampu, Kalimbu, Sambung Jawa, 
Maricaya, Sawah, Pa’baeng-baeng, Parangtambung, Panakkukang, Niaga Daya, 






B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut:  
1. Bagi pemerintah dan semua jajaran yang terkait 
Diharapkan kepada pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
agar bisa meningkatkan pengawasan pelaksanaan retribusi pasar, 
meningkatkan sumber daya manusia pelaksanaan pemungutan retribusi 
pasar dengan mengadakan penyuluhan. Dan perlu melakukan perhitungan 
potensi, target dan penerimaan secara dinamis dari waktu ke waktu, 
mengingat retribusi pasar bisa dapat berkembang seiring perkembangan 
perekonomian. 
2. Bagi akademisi 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bahwa penelitian ini mampu 
dijadikan bahan referensi yang bermanfaat selain dapat dikembangkan 
dengan faktor-faktor lain seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, 
retribusi terminal, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan dan lain 
sebagainya, sehingga dapat dilakukan perbandingan konntribusi mana 
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